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PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH 

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 
Jl. Madukoro Blok AA – BB Kompleks PRPP Semarang 

Telp. (024) 7608435 Fax (024) 7608202  

 

URUSAN 
PEMERINTAHAN 

: 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN 
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  

Dinas : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

Program : 1.04.02 Program Pengembangan Perumahan 

A. Kegiatan : 1.04.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban 
Bencana atau Relokasi Program Provinsi 

 Sub kegiatan : 1. Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana  
2. Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana 

Dukungan terhadap 
indikator Program 

: - Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi 
- Jumlah unit rumah yang dibangun 

B. Sasaran kegiatan  :   1. Rehabilitasi atau Peningkatan Kualitas (PK) Bagi Rumah 
Korban Bencana dengan tingkat kerusakan sedang 
sehingga menjadi rumah yang layak huni (PK Bencana); 

2. Rekonstruksi / Relokasi atau Pembangunan Baru (PB) 
Bagi Rumah Korban Bencana dengan tingkat kerusakan 
berat/roboh sehingga menjadi rumah yang layak huni (PB 
Bencana); 

3. Pembangunan Rumah bagi masyarakat yang terkena 
relokasi program pemerintah sehingga memiliki rumah 
yang layak huni (PB Relokasi); 

4. Pembangunan Rumah bagi masyarakat yang belum 
memiliki rumah (PB Backlog). 

C. Output kegiatan   

1. Satuan  : a. 150 Unit Rehabilitasi Rumah Korban Bencana (PK 
Bencana) 

b. 20 Unit Pembangunan Rumah Korban Bencana (PB 
Bencana) 

c. 100 Unit Pembangunan Rumah Relokasi Program 
Pemerintah (PB Relokasi) 

d. 240 Unit Pembangunan Rumah Penanganan Backlog 
Pemerintah (PB Backlog) 

2. Lokasi  : a. 14 Desa dalam 5 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah untuk 
Rehabilitasi Rumah Korban Bencana (PK Bencana) 

b. 8 Desa dalam 3 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah untuk 
Pembangunan Rumah Korban Bencana (PB Bencana) 

c. 18 Desa dalam 8 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah untuk 
Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Relokasi Program 
Pemerintah (PB Relokasi) 

d. 28 Desa dalam 7 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah untuk 
Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Relokasi Program 
Pemerintah (PB Backlog) 
 
 

D. Latar Belakang  : 
1. Rehabilitasi Rumah Korban Bencana (PK Bencana) 



• Terdapat berbagai bencana yang terjadi di Jawa 
Tengah sehingga menyebabkan kerusakan rumah 
dengan tingkat kerusakan ringan/sedang. Untuk rumah 
terdampak bencana yang mengalami kerusakan 
dengan tingkat kerusakan sedang, Pemerintah Provinsi 
Jawa Tengah memberikan bantuan sosial berupa 
bantuan stimulan material bahan bangunan kepada 
masyarakat miskin yang telah terdaftar di DTKS dan 
terdampak bencana hingga rumah mengalami 
kerusakan sedang, masing-masing Penerima Bantuan 
senilai Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) untuk 
digunakan dalam proses pelaksanaan perbaikan rumah 
menuju layak huni. 

2. Pembangunan Rumah Korban Bencana (PB Bencana) 

• Terdapat berbagai bencana yang terjadi di Jawa 
Tengah sehingga menyebabkan kerusakan rumah 
dengan tingkat kerusakan berat hingga roboh. 
Beberapa rumah masyarakat juga berada di area rawan 
bencana sehingga perlu direlokasi ke area yang lebih 
aman dari bencana. 
Untuk hunian yang dibangun total karena rusak berat 
atau pindah karena berada di lokasi rawan bencana, 
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan 
bantuan sosial berupa bantuan stimulan material bahan 
bangunan kepada masyarakat miskin yang telah 
terdaftar di DTKS dan terdampak bencana hingga 
rumah mengalami kerusakan berat/roboh atau berada 
di area rawan bencana, masing-masing menerima 
senilai Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk 
digunakan dalam proses pelaksanaan pembangunan 
baru di lahan milik sendiri. 

3. Pembangunan Rumah Relokasi Program Pemerintah 
(PB Relokasi). 

• Di wilayah Jawa Tengah masih banyak masyarakat 
yang belum menghuni di rumah hunian tetap milik 
sendiri. Beberapa diantaranya masih tinggal di Rumah 
Susun Sewa (Rusunawa), Rumah Liar (Ruli), dan 
beberapa menempati di lahan milik pemerintah ataupun 
di simpadan sungai. Oleh karena itu, Pemerintah wajib 
hadir untuk menyediakan hunian tetap. 
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan 
bantuan sosial berupa bantuan stimulan material bahan 
bangunan kepada masyarakat miskin yang telah 
terdaftar di DTKS dan terdampak relokasi program 
pemerintah, masing-masing menerima senilai Rp 
40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) untuk rumah 1 
lantai. 
Lahan yang dimaksud merupakan hasil pembelian 
secara mandiri maupun secara berkelompok dalam 
komunitas membeli hamparan tanah yang kemudian 
dibagi menjadi kavling-kavling. 

4. Pembangunan Rumah Penanganan Backlog (PB 
Backlog) 

• Jawa Tengah memiliki angka backlog (kekurangan 
rumah) yang cukup tinggi, mencapai 324.855 unit 
(baseline Backlog pada status Desember 2023). 
Sehingga dengan kondisi tersebut memerlukan adanya 
bantuan yang diberikan untuk penyediaan rumah layak 



huni utamanya kepada masyarakat miskin yang belum 
memiliki rumah. 
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan 
bantuan sosial berupa bantuan stimulan material bahan 
bangunan kepada masyarakat miskin yang belum 
memiliki rumah yang telah terdaftar di DTKS, masing-
masing menerima senilai Rp 40.000.000,- (Empat 
Puluh Juta Rupiah) untuk rumah 1 lantai. 
Lahan yang dimaksud merupakan hasil pembelian 
secara mandiri maupun secara berkelompok dalam 
komunitas membeli hamparan tanah yang kemudian 
dibagi menjadi kavling-kavling. 
 

E. Lingkup Kegiatan  : Maksud dan Tujuan 
1. Rehabilitasi Rumah Korban Bencana (PK Bencana) 

• Maksud :  
- Memberikan bantuan stimulan kepada masyarakat 

miskin yang terdaftar dalam DTKS dan terdampak 
bencana khususnya yang mengalami tingkat 
kerusakan sedang melalui bantuan sosial berupa 
bantuan stimulan material bahan bangunan. 

• Tujuan : 
- Agar masyarakat miskin yang terdaftar dalam DTKS 

dan terdampak bencana dapat memperbaiki 
kembali rumahnya yang rusak sehingga menjadi 
rumah yang layak huni. 

2. Pembangunan Rumah Korban Bencana (PB Bencana) 

• Maksud :  

- Memberikan bantuan stimulan kepada masyarakat 
miskin yang terdaftar dalam DTKS dan terdampak 
bencana khususnya yang mengalami tingkat 
kerusakan berat/roboh atau berada di lokasi rawan 
bencana melalui bantuan sosial berupa bantuan 
stimulan material bahan bangunan. 

• Tujuan : 
- Agar masyarakat miskin yang terdaftar dalam DTKS 

dan terdampak bencana dapat membangun 
kembali rumahnya yang rusak berat menjadi rumah 
yang layak huni atau membangun di lokasi baru 
yang tidak rawan bencana. 

3. Pembangunan Rumah Relokasi Program Pemerintah 
(PB Relokasi) 

• Maksud :  

- Memberikan bantuan stimulan kepada masyarakat 
miskin yang terdampak relokasi program 
pemerintah melalui bantuan sosial berupa bantuan 
stimulan material bahan bangunan. 

• Tujuan : 
- Memberikan bantuan stimulan kepada masyarakat 

miskin yang terkena relokasi program provinsi untuk 
mendapatkan rumah yang layak huni. 

4. Pembangunan Rumah Penanganan Backlog (PB 
Backlog) 

• Maksud :  

- Memberikan bantuan stimulan kepada masyarakat 
miskin yang belum memiliki rumah melalui bantuan 



sosial berupa bantuan stimulan material bahan 
bangunan. 

• Tujuan : 
- Memberikan bantuan stimulan kepada masyarakat 

miskin yang belum memiliki rumah untuk 
mendapatkan rumah yang layak huni. 
 

Mekanisme / Metode Pelaksanaan 
1. Rehabilitasi Rumah Korban Bencana (PK Bencana) 

Mekanisme & Metode pelaksanaan : 
- Bantuan Sosial (Bansos) stimulan material bahan 

bangunan diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa 
Tengah melalui Disperakim Provinsi kepada 
masyarakat miskin yang terdaftar dalam DTKS 
berdasarkan proposal yang telah diajukan oleh 
Kabupaten/Kota dan telah diverivali kelengkapan 
dan kebenaran datanya. 

- Pengadaan material bansos dilaksanakan oleh 
Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang 
beranggotakan Kelompok Penerima Bantuan 
(KPM). 

- Proses perbaikan rumah dikerjakan secara 
swadaya oleh Penerima Bantuan 

2. Pembangunan Rumah Korban Bencana (PB 
Bencana) 
Mekanisme & Metode pelaksanaan :  
- Bantuan Sosial (Bansos) material bahan bangunan 

diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 
melalui Disperakim Provinsi kepada masyarakat 
miskin yang terdaftar dalam DTKS berdasarkan 
proposal yang telah diajukan oleh Kabupaten/Kota 
dan telah diverivali kelengkapan dan kebenaran 
datanya. 

- Pengadaan material bansos dilaksanakan oleh 
Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang 
beranggotakan Kelompok Penerima Bantuan 
(KPM). 

- Proses pembangunan rumah dikerjakan secara 
swadaya oleh Penerima Bantuan. 

3. Pembangunan Rumah Relokasi Program 
Pemerintah (PB Relokasi) 
Mekanisme & Metode pelaksanaan :  
- Bantuan Sosial (Bansos) material bahan bangunan 

diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 
melalui Disperakim Provinsi kepada masyarakat 
miskin yang masuk ke DTKS berdasarkan proposal 
yang telah diajukan oleh Kabupaten/Kota dan telah 
diverivali kelengkapan dan kebenaran datanya.  

- Pengadaan material bansos dilaksanakan oleh 
Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang 
beranggotakan Kelompok Penerima Bantuan 
(KPM). 

- Proses pembangunan rumah dikerjakan secara 
swadaya oleh Penerima Bantuan. 

4. Pembangunan Rumah Penanganan Backlog (PB 
Backlog) 
Mekanisme & Metode pelaksanaan :  



- Bantuan Sosial (Bansos) material bahan bangunan 
diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 
melalui Disperakim Provinsi kepada masyarakat 
miskin yang masuk ke DTKS berdasarkan proposal 
yang telah diajukan oleh Kabupaten/Kota dan telah 
diverivali kelengkapan dan kebenaran datanya.  

- Pengadaan material bansos dilaksanakan oleh 
Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang 
beranggotakan Kelompok Penerima Bantuan 
(KPM). 

- Proses pembangunan rumah dikerjakan secara 
swadaya oleh Penerima Bantuan. 
 

Kebutuhan Waktu 
1. Rehabilitasi Rumah Korban Bencana (PK Bencana) 

- Persiapan pelaksanaan membutuhkan waktu 
sekitar 2 (dua) bulan, pelaksanaan penyerahan 
bantuan material beserta monitoring selama 3 (tiga) 
bulan. Pelaksanaan perbaikan rumah beserta 
monitoring selama 3 (tiga) bulan. 

2. Pembangunan Rumah Korban Bencana (PB 
Bencana) 
- Persiapan pelaksanaan membutuhkan waktu 

sekitar 2 (dua) bulan, pelaksanaan penyerahan 
bantuan material beserta monitoring selama 5 (lima) 
bulan. Pelaksanaan pembangunan rumah beserta 
monitoring selama 5 (lima) bulan. 

3. Pembangunan Rumah Relokasi Program 
Pemerintah (PB Relokasi) 
- Persiapan pelaksanaan membutuhkan waktu 

sekitar 2 (dua) bulan, pelaksanaan penyerahan 
bantuan material beserta monitoring selama 5 (lima) 
bulan. Pelaksanaan pembangunan rumah beserta 
monitoring selama 5 (lima) bulan. 

4. Pembangunan Rumah Penanganan Backlog (PB 
Backlog) 
- Persiapan pelaksanaan membutuhkan waktu 

sekitar 2 (dua) bulan, pelaksanaan penyerahan 
bantuan material beserta monitoring selama 5 (lima) 
bulan. Pelaksanaan pembangunan rumah beserta 
monitoring selama 5 (lima) bulan. 
 

Keterlibatan 
1. Rehabilitasi Rumah Korban Bencana (PK Bencana) 

Kegiatan ini melibatkan Penerima Bantuan secara aktif, 
Kelompok Masyarakat, Perangkat Desa, BPBD 
Kabupaten, OPD Kabupaten yang menangani bidang 
perumahan, Disperakim Provinsi Jawa Tengah, dan 
Penyedia Barang. 

2. Pembangunan Rumah Korban Bencana (PB Bencana) 
Kegiatan ini melibatkan Penerima Bantuan secara aktif, 
Kelompok Masyarakat, Perangkat Desa, BPBD 
Kabupaten, OPD Kabupaten yang menangani bidang 
perumahan, Disperakim Provinsi Jawa Tengah, dan 
Penyedia Barang. 

3. Pembangunan Rumah Relokasi Program Pemerintah 
(PB Relokasi) 



Kegiatan ini melibatkan Penerima Bantuan secara aktif, 
Kelompok Masyarakat, Perangkat Desa, OPD Kabupaten 
yang menangani bidang perumahan, Disperakim Provinsi 
Jawa Tengah, dan Penyedia Barang. 

4. Pembangunan Rumah Penanganan Backlog (PB 
Backlog) 
Kegiatan ini melibatkan Penerima Bantuan secara aktif, 
Kelompok Masyarakat, Perangkat Desa, OPD Kabupaten 
yang menangani bidang perumahan, Disperakim Provinsi 
Jawa Tengah, dan Penyedia Barang. 

 

F. Komponen kegiatan   

• Kebutuhan Operasional Kegiatan 

1. Kebutuhan Belanja 
Pegawai 

: 1. Panitia Pengelola Kontrak Swakelola 

• Membutuhkan 3 (tiga) orang Pengelola Kontrak 
Swakelola untuk masing-masing lokasi pekerjaan (14 
Desa dalam 5 Kabupaten lokasi Rehabilitasi) 

• Membutuhkan 3 (tiga) orang Pengelola Kontrak 
Swakelola untuk masing-masing lokasi pekerjaan (8 
Desa dalam 3 Kabupaten Kabupaten lokasi 
Pembangunan) 

• Membutuhkan 3 (tiga) orang Pengelola Kontrak 
Swakelola untuk masing-masing lokasi pekerjaan (18 
Desa dalam 8 Kabupaten lokasi Relokasi) 

• Membutuhkan 5 (lima) orang Pengelola Kontrak 
Swakelola untuk masing-masing lokasi pekerjaan (pada 
28 Desa dalam 7 Kabupaten/ Kota lokasi PB Backlog) 

2. Tenaga Fasilitator Lapangan 
1. Membutuhkan 1 (satu) orang Tenaga Fasilitator yang 

berasal dari unsur profesional (pendidikan minimal 
S1/setara) dalam jangka waktu 6 bulan yang akan 
bekerja membantu sisi administrasi bansos swakelola 
dengan anggaran total Rp 24.126.000,- pada kegiatan 
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana (PB 
Bencana),  

2. Membtuhkan 3 (tiga) orang Tenaga Fasilitator yang 
berasal dari unsur profesional (pendidikan minimal 
S1/setara) dalam jangka waktu 7 bulan yang akan 
bekerja membantu sisi administrasi bansos swakelola 
dengan anggaran total Rp 84.441.000,- pada kegiatan 
Pembangunan Rumah Relokasi Program Pemerintah 
(PB Relokasi) 

3. Membutuhkan 9 (sembilan) orang Tenaga Fasilitator 
yang berasal dari unsur profesional (pendidikan 
minimal S1/setara) dalam jangka waktu 8 bulan  dan 1 
(satu) orang Koordinator Tenaga Fasilitator yang 
berasal dari unsur profesional (pendidikan minimal 
S1/setara) dalam jangka waktu 11 bulan  yang akan 
bekerja membantu sisi administrasi bansos swakelola 
dengan anggaran total Rp 261.365.000,- pada 
kegiatan pembangunan baru penanganan backlog. 

2. Koordinasi : Diperlukan koordinasi dengan beberapa instansi lain, yakni: 
1. Kementrian PUPR Penyediaan Perumahan untuk 

koordinasi dan sinkronisasi kegiatan; 
2. BAPPEDA Provinsi untuk sinkronisasi kegiatan dan target 

pencapaian; 
3. BPBD Provinsi untuk koordinasi dan rekomendasi wilayah 

yang mengalami bencana; 



4. Dinas yang menangani perumahan di Kabupaten / Kota 
untuk melakukan sosialisasi calon penerima bantuan 
sosial; 

5. BPBD Kabupaten / Kota untuk sumber data sekunder 
rumah terdampak bencana dan verifikasi-validasi 
terhadap calon penerima bantuan sosial, 

6. Perangkat Desa untuk melakukan sosialisasi dan 
verifikasi-validasi calon penerima bantuan sosial. 

3. Tinjauan lapangan : Kegiatan verifikasi dan validasi calon penerima untuk 
memastikan bahwa mereka layak mendapatkan bantuan 
sosial sehingga tepat sasaran. Kegiatan ini dilakukan untuk 
menentukan calon penerima bantuan pada tahun anggaran 
berikutnya. 
Kegiatan sosialisasi kepada pemberian bantuan sosial kepada 
masyarakat calon penerima. Kegiatan ini melibatkan 
stakeholder/OPD pemangku kepentingan terkait, Perangkat 
Desa, Pokmas, dan masyarakat secara langsung guna 
menyamakan persepsi dan data. Kegiatan ini dilakukan pada 
awal tahapan pemberian bantuan. 
Setelah pelaksanaan kegiatan sosialisasi, dilakukan survey 
harga bahan material di daerah setempat guna menyusun 
HPS untuk pembelian material. 

• Kebutuhan Belanja Modal 

1. Kebutuhan/ 
dukungan  alat/ 
bahan/ barang 

: Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, diperlukan peralatan 
sebagai berikut: 
1. Alat tulis kantor (mis. kertas, stofmap, tinta printer, 

ballpoint, staples, dll) 
2. Peralatan komputer dan alat cetak 
3. Kendaraan dinas (mobil) 
4. Peralatan safety (sepatu boot, kaos tangan, jas hujan, 

rompi, dll) 

G. Anggaran  : Th 2025 : Rp 19.430.000.000,- (Sembilan Belas Milyar 
Empat Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) 

H. Rincian Kegiatan dan 
Tahapan Pelaksanaan 
(format terlampir) 

   
 
 

I. Penutup : 
 

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini kami buat untuk menjadi 
pedoman pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2025. 

      

Semarang, 2 Januari 2025 

Disusun Oleh: 

Subkoordinator Perumahan Umum 

 

 
 

 

 

 

Diketahui Oleh: 

Kepala Bidang Perumahan 

 

 
 

 

Sri Wiharnanto, ST, MT                       

NIP. 19670207 199003 1 00 
 



KAK USULAN RENCANA SUB KEGIATAN PENDISTRIBUSIAN DAN  
SERAH TERIMA RUMAH BAGI KORBAN BENCANA ATAU  

RELOKASI PROGRAM PROVINSI 
TAHUN ANGGARAN 2025 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH 
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247 
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434 

Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id 

 

URUSAN PEMERINTAHAN : WAJIB PELAYANAN DASAR  

Bidang/ Seksi : Perumahan/ Perumahan Swadaya 

Program : Pengembangan Perumahan 

Kegiatan : Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana 
atau Relokasi Program Provinsi 

A. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi 
atau Relokasi Program Provinsi 

Dukungan terhadap 
indikator Program  

: Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah kepada Korban 
Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi 

Dukungan terhadap 
indikator Kegiatan 

: Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah kepada Korban 
Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi 

B. Sasaran Sub kegiatan  :   Jumlah Laporan jumlah unit RTLH yang telah direhabilitasi/ 
ditingkatkan kualitasnya (Bankeupemdes RTLH) 

C. Output Sub kegiatan   

1. Satuan  : 1 Laporan 

1. Lokasi  : 35 Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah 

D. Latar belakang  : Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 129 huruf a bahwa 
dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, 
setiap orang berhak menempati, menikmati, dan/atau 
memiliki/memperoleh rumah yang layak dalam lingkungan yang 
sehat, aman, serasi, dan teratur. Sehubungan dengan hal 
tersebut, maka membawa implikasi pada kebijakan sosial bahwa 
penanggulangan kemiskinan memerlukan langkah-langkah secara 
simultan, antara pengembangan usaha ekonomi, bimbingan 
sosial, dan pemenuhan rumah layak huni. Selain itu arah 
kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah saat ini, yaitu 
terwujudnya Jawa Tengah yang mandiri, maju, sejahtera, dan 
lestari dengan visi menuju Jawa Tengah sejahtera dan berdikari 
dengan salah satu sasaran adalah meningkatkan pemenuhan 
kebutuhan perumahan layak huni.  
Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah pada pada kondisi 
eksisting yang terjadi di Jawa Tengah, yaitu jumlah Rumah Tidak 
Layak Huni yang masih tinggi hingga mencapai 1.000.309 unit 
(Baseline RTLH pada status Desember 2023, berdasarkan Basis 
Data Terpadu). Sehingga tentunya kondisi tersebut memerlukan 
adanya bantuan yang diberikan untuk penyediaan rumah layak 
huni. 
 

E. Lingkup kegiatan  : - Maksud: 
Melaporkan penyediaan jumlah unit rumah layak huni bagi 
masyarakat miskin melalui rehabilitasi/ Peningkatan kualitas  
 
 

http://jatengprov.go.id/


- Tujuan kegiatan: 
Pelaporan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi/ Peningkatan 
kualitas  

F. Komponen kegiatan   

• Kebutuhan Operasional Sub Kegiatan 
1. Kebutuhan belanja 

pegawai 
: Bankeupemdes RTLH 

1. Tenaga Pendukung Kegiatan : 7 (tujuh) orang (S1) tenaga 
teknis selama 12 (sebelas) bulan  

2. Tenaga Pendukung Kegiatan/ : 1 (satu) orang tenaga 
administrasi (SMA sederajat) selama 12 (dua belas) bulan. 

3. Tenaga Fasilitator Lapangan : 1 (tiga puluh) orang (S1) 
coordinator tenaga teknis di lapangan selama 11 (sebelas) 
bulan dan 29 (dua puluh sembilan) orang (S1) tenaga teknis 
di lapangan selama 8 (delapan) bulan 

2. Dukungan Tenaga Ahli/ 
Pakar  

: Tenaga Ahli IT (Informasi dan Teknologi) sebanyak 1 (satu) orang 
selama 5 (lima) bulan yang bertujuan untuk updating dan 
sebanyak 1 (satu) orang selama 5 (lima) bulan yang bertujuan 
untuk maintenance fungsi Sistem Informasi Perumahan agar 
dapat terjangkau hingga tataran Desa/ Kelurahan; 
Output yang dihasilkan: Validasi dan Updating data RTLH dan 
Kebutuhan Rumah melalui Sistem Informasi Perumahan 
(SIMPERUM) 

3. Koordinasi : Pelaksaanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa terdiri 
dari kegiatan 
1. Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi Teknis terkait 

Mekanisme Penyaluran Bantuan Keuangan Peningkatan 
Kualitas Rumah Tidak Layak Huni, Validasi Data RTLH 
sekaligus Inputting Rencana Kegiatan dalam aplikasi 
SIMPERUM dan Penyusunan Berkas Penyaluran Bantuan dan 
Laporan Pertanggungjawaban kepada OPD Kabupaten dan 
Pemerintah Desa 

2. Pelaksanaan Pendampingan selama kegiatan Bantuan 
Keuangan kepada Pemerintah Desa termasuk di dalamnya 
pendampingan kepada OPD Kabupaten dalam pengusulan 
calon penerima hingga penyusunan dan upload berkas 
proposal/ RK dan berkas penyaluran, verifikasi berkas 
proposal/ RK dan berkas penyaluran, rekomendasi 
penyaluran dana bantuan, pendampingan penyusunan dan 
upload berkas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan 
kegiatan, dan sampling monitoring dan evaluasi terhadap 
pelaksanaan kegiatan 

4. Tinjauan lapangan : 1. Koordinasi untuk pelaksanaan Bimtek di 29 Kabupaten/Kota 
2. Pendampingan Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan 

Kegiatan termasuk kegiatan monitoring dan evaluasi di 35 
Kabupaten/Kota 

• Kebutuhan Belanja Modal 
1. Kebutuhan/ dukungan  

alat/ bahan/ barang 
: 1. ATK untuk dukungan administrasi kantor 

2. Komputer untuk dukungan terhadap pengaplikasian Sistem 
Informasi 

3. Sewa kendaraan/ mobil untuk dukungan operasional lapangan 
4. Penggandaan dan dekorasi/dokumentasi 
5. Konsumsi rapat 

2. Pengadaan tanah/ lahan : - 
G. Anggaran Sub Kegiatan : Th 2025 

Th 2026 
: 5.500.000.000,- 
: 2.550.000.000,- 

Rincian Kegiatan dan Tahapan Pelaksanaan (format terlampir) 

H. Penutup : Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah Bagi Korban 
Bencana atau Relokasi Program Provinsi dilaksanakan oleh Bidang 
Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. 
Sebagai Pengguna Anggaran adalah Kepala Dinas Perumahan 
Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kuasa Pengguna Anggaran 
adalah Kepala Bidang Perumahan 

 



 

 

Semarang, 2 Januari 2025 

 

Disusun Oleh: 
Subkoordinator Perumahan Swadaya 

 
 
 
 

Maharani Tri Hapsari, ST, MT 
NIP. 19831031 201001 2 014 

 

Diketahui Oleh: 
Kepala Bidang Perumahan 

 

 

 

Sri Wiharnanto, ST, MT                       
NIP. 19670207 199003 1 005 

 

 



JADWAL PELAKSANAAN SUB KEGIATAN TA. 2025 

 

 

NO SUB-SUB KEGIATAN 
BULAN 

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOV DES 

 
Jumlah unit rumah masyarakat miskin yang direhabilitasi (Bantuan Keuangan 

Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni) 
            

1 Sub-Sub Kegiatan Pelaksanaan Bantuan Keuangan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak 

Huni 
            

a Persiapan penyusunan dan pengajuan SK penerima bantuan dan Rapat Koordinasi Teknis 

Pelaksanaan Bankeupemdes PK RTLH 
            

b Bimbingan teknis penyusunan dan upload berkas proposal/ RK dan berkas penyaluran             

c Verifikasi berkas proposal/ RK dan berkas penyaluran             

d Pendampingan penyusunan dan upload berkas laporan pertanggungjawaban kegiatan             

e Monitoring dan evaluasi              

2 Sub-Sub Kegiatan Pelaksanaan Jasa Konsultansi Updating dan Maintenance Aplikasi 

SIMPERUM 
            

a Persiapan dan pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi             

b Koordinasi updating dan maintenance aplikasi dan pelaksanaan kontrak jasa konsultansi             

c Rapat laporan pelaksanaan, antara dan akhir             
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KAK USULAN RENCANA SUB KEGIATAN  

PELAKSANAAN PEMUGARAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 

DENGAN LUAS 10 (SEPULUH) HA SAMPAI DENGAN DI BAWAH  

15 (LIMA BELAS) HA  

TAHUN ANGGARAN 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH 

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247 

PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434 

Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id 

 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

: WAJIB PELAYANAN DASAR  

Bidang/seksi : Bidang Kawasan Permukiman/ Seksi Peningkatan Kualitas 

Kawasan Permukiman 

Program : Program Kawasan Permukiman 

Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 

10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 

A. Sub kegiatan :  

Dukungan terhadap 

indikator program  

: Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh yang 

tertangani 

Dukungan terhadap 

indikator kegiatan 

 Jumlah luas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 sampai 

dengan di bawah 15 Ha yang dilakukan peningkatan kualitas 

B. Sasaran sub kegiatan  :   Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 

C. Output sub kegiatan   

1. Satuan  : Hektar (Ha) 

2. Hektar (Ha)  : 50 hektar (Ha) kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 

(sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha yang 

dilakukan peremajaan/pemugaran 

D. Latar belakang  : Permasalahan permukiman menjadi salah satu isu utama 

pembangunan perkotaan yang cukup menjadi polemik, karena 

upaya penanganan yang dilakukan dari waktu ke waktu yang 

sebenarnya berbanding lurus dengan terus berkembangnya 

kawasan permukiman kumuh dan munculnya kawasan-kawasan 

kumuh baru. Penangananan kawasan permukiman kumuh di 

Provinsi Jawa Tengah terus dilaksanakan guna mewujudkan 

amanat Undang-Undang, namun dalam pelaksaannya terdapat 

beberapa permasalahan diantaranya belum adanya rencana 

penanganan yang komprehensif dimana penanganan kawasan 

permukiman seharusnya bersifat multisektoral dan melibatkan 

dari berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah, 

masyarakat maupun swasta. Berdasarkan permasalahan tersebut 

http://jatengprov.go.id/


di atas maka perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi dalam 

penanganan kawasan permukiman baik dalam bentuk 

pencegahan maupun peningkatan kualitas kawasan. 

Pemerintah Provinsi dalam upaya penanganan kawasan 

permukiman kumuh melakukan intervensi/fasilitasi serta 

pendampingan guna mewujudkan penataan kawasan 

permukiman kumuh melalui Lomba Hari Habitat. Penanganan 

tersebut diharapkan dapat memberikan dampak dalam perbaikan 

lingkungan kumuh yang dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat miskin di Provinsi Jawa Tengah. 

 

E. Lingkup kegiatan  : − Maksud dan tujuan Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan 

Permukiman Kumuh adalah terselenggaranya Peningkatan 

Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 

(Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 

melalui Lomba Hari Habitat  

− Tujuan dari kegiatan ini adalah tertanganinya kawasan 

permukiman kumuh di Jawa Tengah 

− Mekanisme/metode pelaksanaan Peningkatan Kualitas 

Kawasan Permukiman Kumuh adalah kontrak 

− Kebutuhan waktu adalah 12 bulan 

− Yang terlibat dalam Peningkatan Kualitas Kawasan 

Permukiman Kumuh adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di 

Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat 

F. Komponen Kegiatan   

• Kebutuhan Operasional Sub Kegiatan 

1. Kebutuhan belanja 

pegawai 

: − Kebutuhan belanja pegawai untuk dukungan output terdiri dari: 

tenaga non PNS/tenaga pendukung kegiatan berjumlah 

berjumlah 1 orang selama 12 bulan 

2. Dukungan tenaga 

ahli/pakar  

: − Narasumber/pembahas dan moderator dalam Sosialisasi 

Penyelenggaraan Lomba Hari Habitat  

− Juri Lomba Hari Habitat 7 Orang terdiri dari akademisi, praktisi, 

asosiasi, pemerintah, forum PKP 

− Narasumber/pembahas dan moderator dalam sosialisasi 

DED/Perencanaan Lomba Hari Habitat Tahun 2025 

3. Koordinasi : − Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk: 

• Sosialisasi Lomba Hari Habitat; 

• Penyusunan DED/Perencanaan hadiah Lomba Hari Habitat 

• Pelaksanaan pembangunan fisik pemenang hadiah Lomba 

Hari Habitat; 

− Frekuensi kebutuhan dan waktu adalah 12 bulan 

 

4. Tinjauan lapangan : − Tinjauan lapangan dalam rangka: 

• Tinjauan lapangan nominasi pemenang Lomba Hari Habitat 

Tahun 2025 dalam rangka verifikasi penilaian lomba, 

• Tinjauan lapangan penyusunan DED/Perencanaan Lomba 

Hari Habitat Tahun 2025 

• Tinjauan lapangan dalam rangka pelaksanaan fisik 

pemenang hadiah Lomba Hari Habitat Tahun 2025 

 

 





 

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN  

PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 

DENGAN LUAS 10 - 15 HA DENGAN DI BAWAH 15 (LIMA BELAS) HA 
TAHUN ANGGARAN 2025 

 

   SUB-SUBKEGIATAN 
BULAN 

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES 

1. SSK – Penyelenggaraan Lomba Hari Habitat             

2. SSK – Perencanaan dan Pengawasan Pekerjaan Hadiah Bagi 

Pemenang Lomba Hari Habitat (Berupa Perbaikan dan Pembangunan 

Konstruksi Prasarana dan Sarana) 

            

3. SSK – Pembangunan Hadiah Bagi Pemenang Lomba Hari Habitat 

(Berupa Perbaikan dan Pembangunan Konstruksi Prasarana dan 

Sarana) 

            

4. SSK – Koordinasi dan Pendampingan Pembangunan Hadiah Lomba 

Hari Habitat 

            



KAK USULAN RENCANA SUB KEGIATAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK 

HUNI DALAM KAWASAN PERMUKIMAN DENGAN LUAS 10 (SEPULUH) HA 

SAMPAI DENGAN DI BAWAH 15 (LIMA BELAS) HA 

TAHUN ANGGARAN 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH 

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247 

PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434 

Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id 

 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

: WAJIB PELAYANAN DASAR  

Bidang/seksi : Bidang Kawasan Permukiman/Seksi Peningkatan Kualitas 

Kawasan Permukiman 

Program : Program Kawasan Permukiman 

Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 

10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 

A. Sub kegiatan :  

Dukungan terhadap 

indikator program  

: Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh 

Dukungan terhadap 

indikator kegiatan 

: Jumlah luas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 sampai 

dengan di bawah 15 Ha yang dilakukan peningkatan kualitas 

 

B. Sasaran sub kegiatan  :  Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 

 

C. Output sub kegiatan   

 

1. Satuan  : Unit rumah 

2. Unit rumah  : 584 unit rumah di kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 

(sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha 

 

D. Latar belakang  : Permasalahan permukiman menjadi salah satu isu utama 

pembangunan perkotaan yang cukup menjadi polemik, karena 

upaya penanganan yang dilakukan dari waktu ke waktu yang 

sebenarnya berbanding lurus dengan terus berkembangnya 

kawasan permukiman kumuh dan munculnya kawasan-kawasan 

kumuh baru. Penangananan kawasan permukiman kumuh di 

Provinsi Jawa Tengah terus dilaksanakan guna mewujudkan 

amanat Undang-Undang, namun dalam pelaksaannya terdapat 

beberapa permasalahan di antaranya belum adanya rencana 

penanganan yang komprehensif dimana penanganan kawasan 

permukiman seharusnya bersifat multisektoral dan melibatkan 



dari berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah, 

masyarakat maupun swasta. Salah satu indikator penyebab 

kekumuhan adalah kondisi bangunan yang tidak memenuhi 

persyaratan kelayakan huni atau Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). 

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka perlu adanya 

kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) dalam rangka 

peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh. 

 

E. Lingkup kegiatan  :  Maksud dan tujuan Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan 

Permukiman Kumuh adalah terselenggaranya perbaikan RTLH 

dalam kawasan permukiman dengan luas 10 (sepuluh) Ha 

sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha melalui verifikasi 

dan validasi, serta pembiayaan melalui Bankeupemdes. 

 Tujuan dari kegiatan ini adalah tertanganinya RTLH di 

kawasan permukiman kumuh di Jawa Tengah. 

 Mekanisme/metode pelaksanaan Peningkatan Kualitas 

Kawasan Permukiman Kumuh adalah swakelola. 

 Kebutuhan waktu adalah 12 bulan. 

 Yang terlibat dalam Peningkatan Kualitas Kawasan 

Permukiman Kumuh adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di 

Jawa Tengah, Pemerintah Desa, dan SKPD Provinsi Jawa 

Tengah. 

 

F. Komponen Kegiatan   

 Kebutuhan Operasional Sub Kegiatan 

1. Kebutuhan belanja 

pegawai 

:  Kebutuhan belanja pegawai untuk dukungan output terdiri dari: 

tenaga non PNS/tenaga pendukung kegiatan berjumlah 

berjumlah 1 orang selama 12 bulan 

2. Dukungan tenaga 

ahli/pakar  

:   

3. Koordinasi :  Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan SKPD 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk: 

 Koordinasi dalam rangka verifikasi dan validasi RTLH di 

kawasan permukiman kumuh tahun 2025 dan tahun 2026. 

 Koordinasi dalam rangka pengusulan peningkatan kualitas 

RTLH melalui Bankeupemdes. 

 Pembaruan database RTLH di kawasan permukiman kumuh. 

 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perbaikan 

RTLH di kawasan permukiman kumuh. 

 Frekuensi kebutuhan dan waktu adalah 12 bulan 

4. Tinjauan lapangan :  Tinjauan lapangan dalam rangka: 

 Koordinasi dalam rangka verifikasi dan validasi RTLH di 

kawasan permukiman kumuh tahun 2025 dan tahun 2026. 

 Koordinasi dalam rangka pengusulan peningkatan kualitas 

RTLH melalui Bankeupemdes. 

 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perbaikan 

RTLH di kawasan permukiman kumuh. 

 Pihak yang terlibat 

• Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. 

• Pemerintah Desa. 

• Pemerintah Kelurahan. 





 

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN  

PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DALAM KAWASAN PERMUKIMAN  

DENGAN LUAS 10 (SEPULUH) HA SAMPAI DENGAN DI BAWAH 15 (LIMA BELAS) HA 
 TAHUN ANGGARAN 2025 

 
   

 
SUB-SUB KEGIATAN 

BULAN 

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES 

1. SSK –  Koordinasi dan Sinkronisasi Pendampingan Penanganan RTLH 

di Kawasan Permukiman Kumuh 
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KAK USULAN RENCANA SUB KEGIATAN  
PENYUSUNAN/REVIEW/LEGALISASI KEBIJAKAN  

BIDANG PKP DAN PERTANAHAN 
TAHUN ANGGARAN 2025 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH 

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 
Jalan Madukoro Blok A. 

A-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247 
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434 

Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id 

 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

: WAJIB PELAYANAN DASAR  

Bidang : Bidang Keterpaduan Perumahan Dan Kawasan Permukiman 

Program : Program Kawasan Permukiman 

Kegiatan : Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 

(Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 

A. Sub Kegiatan : Penyusunan/ Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP dan 
Pertanahan 

Dukungan terhadap 
indikator Program  

: Persentase ketersediaan kebijakan strategi, data, dan evaluasi 
bidang perumahan dan kawasan permukiman 

Dukungan terhadap 

indikator Kegiatan 

: Jumlah dokumen kebijakan dan strategi Bidang PKP yang tersedia 

B. Sasaran Sub kegiatan  :   1. Terfasilitasinya penyusunan kebijakan bidang PKP baik di 

tingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota; 
2. Terlaksananya review kebijakan bidang PKP baik di tingkat 

Provinsi maupun Kabupaten/ Kota. 

C. Output Sub kegiatan   

1. Satuan  : 1 (satu) Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ 

Tereview/ Terlegalisasi 

2. Lokasi  : Provinsi Jawa Tengah 

D. Latar belakang  : 1. UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 
Kawasan Permukiman, menyebutkan bahwa 
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman 

adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, 
pemanfataan, dan pengendalian termasuk di dalamnya 
pengembangan kelembagaan, pendanaan, dan sistem 

pembiayaan serta peran masyarakat yang terkoordinasi 
dan terpadu. Pemerintah Provinsi memiliki wewenang 

melakukan pembinaan dalam bentuk koordinasi, 
sinkronisasi, dan sosialisasi peraturan perundang-
undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan 

perumahan dan kawasan permukiman dengan menyusun 
dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan 

permukiman di tingkat Provinsi. 
2. Peraturan Pemerintah RI No. 33 Tahun 2018 tentang 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai 

Wakil Pemerintah Pusat. PP tersebut menyebutkan bahwa 
dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan 

terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 

http://jatengprov.go.id/


menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, Presiden 
dibantu oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. 
Pembinaan dan pengawasan diantaranya melalui 

monitoring, evaluasi, dan supervise terhadap 
penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota 
yang ada di wilayahnya. 

3. Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran 
Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan 

Kawasan permukiman, yang mengatur terkait Pokja dan 
Forum PKP sebagai panduan perwujudan peran 
masyarakat dalam tata cara pemberikan masukan oleh 

masyarakat pada setuap tahapan penyelenggaraan PKP, 
serta sebagai wadah koordinasi dan sinkronisasi dalam 

penyelenggaraan PKP. Melalui tugas dan fungsinya, 
diperlukan mekanisme kerja dalam rangka mengelola 
kompleksitas pembangunan dan pengembangan 

perumahan dan kawasan permukiman secara multisector, 
serta mewujudkan keterpaduan kebijakan dan program 
baik antar stakeholders di tingkat pusat maupun daerah 

yang diperlukan pada seluruh rantai pasok penyediaan 
perumahan, termasuk masalah pertanahan dan strategi 

pembiayaan. 
4. Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang RP3KP Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2019-2039 yang mengamanatkan 

perwujudan rumah layak huni dan kawasan permukiman 
yang berkualitas, terjaminnya ketersediaan tanah untuk 

pembangunan dan pengembangan perumahan dan 
kawasan permukiman, serta mendorong keterlibatan 
peran dan sinergitas antar stakeholder di bidang 

perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan 
melalui Pokja dan Forum PKP sebagai regulator dan 
fasilitator pelayanan masyarakat. 

5. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman 
memerlukan kolaborasi dengan melibatkan seluruh 

stakeholders. Hal ini didasarkan pada besarnya sumber 
daya yang harus dikelola, banyaknya permasalahan 
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman 

yang harus segera diatasi, serta kebutuhan rumah layak 
huni dan kawasan permukiman berkualitas yang harus 

segera dicukupi. 

E. Lingkup kegiatan  : 1. Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Bidang PKP 

a. Persiapan Penyusunan Kebijakan dan Strategi 
Pembangunan Daerah terkait dengan penyiapan 

kebijakan dan strategi untuk penyusunan RPJMD dan 
Renstra PD; 

b. Koordinasi penyusunan kebijakan dan strategi di 

bidang PKP dan Pertanahan baik di tingkat Provinsi 
maupun Kabupaten/Kota melalui rapat koordinasi dan 

Focus Group Disscussion (FGD); 
2. Review Kebijakan Bidang PKP 

a. Review kebijakan bidang PKP baik di tingkat Provinsi 

maupun Kabupaten/Kota. 

F. Komponen kegiatan   

• Kebutuhan Operasional Sub Kegiatan 
1. Kebutuhan belanja 

pegawai 
: − Tim Teknis 

− Tim Pelaksana Kegiatan 

− Tim Administrasi 
− Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan sebagai berikut : 

• S1 Hukum (1 orang) 



− Tenaga Ahli Planologi/ Perencanaan Wilayah dan Kota (1 orang) 

− Kelompok Kerja dan Forum PKP 

2. Dukungan Tenaga 

Ahli/ Pakar  

: − Narasumber dan Moderator (FGD Kebijakan-Strategi PKP dan 
Pertanahan) dari unsur sebagai berikut : 

• Pemerintah Pusat (Kementerian PPN/ Bappenas, 
Kementerian PUPR, Kementerian ATR/ BPN dan/atau 
Kementerian Dalam Negeri); 

• Pemerintah Provinsi (OPD terkait sektor Perumahan, 
Kawasan Permukiman, dan Pertanahan); 

• Pemerintah Kabupaten/ Kota (OPD terkait sektor 
Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan); 

• Akademisi/ Praktisi/ Asosiasi/ Lembaga Kemasyarakatan 
terkait sektor Perumahan, Kawasan Permukiman, dan 
Pertanahan. 

3. Koordinasi : − Rapat Koordinasi 

− Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Bappeda, Dinas PKP 
Kabupaten/ Kota, atau instansi terkait sektor Perumahan, 
Kawasan Permukiman, dan Pertanahan) 

− Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kementerian PPN/ Bappenas, 
Kementerian PUPR, Kementerian ATR/ BPN dan/atau 
Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian terkait lainnya) 

4. Tinjauan lapangan : − Penyusunan/Review Kebijakan bidang PKP di Kabupaten/ Kota 

− Pembinaan dan pengawasan RP3KP 

• Kebutuhan Belanja Modal 
1. Kebutuhan/ dukungan  

alat/ bahan/ barang 
: - 

2. Pengadaan tanah/ 
lahan 

: - 

G. Anggaran Sub 

Kegiatan 

: Th 2025 : Rp 310.000.000,- 

Rincian Kegiatan dan Tahapan Pelaksanaan (format terlampir) 

H. Penutup : Demikian KAK ini dibuat sebagai acuan/ pedoman melaksanakan 

Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang 
PKP dan Pertanahan, sehingga dapat dilaksanakan sesuai 
perencanaan. 

 

 

 Semarang, 2 Januari 2025 

Kepala Bidang Keterpaduan 
Perumahan dan Kawasan Permukiman 

 

 

ARIF SUGENG HARYANTO, ST 

NIP. 19731120 200501 1 006 
  



KAK USULAN RENCANA SUB KEGIATAN  
KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENERBITAN SERTIFIKASI DAN REGISTRASI 

PENGEMBANG PERUMAHAN DENGAN KUALIFIKASI MENENGAH 
TAHUN ANGGARAN 2025 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH 

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 
Jalan Madukoro Blok A. 

A-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247 

PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434 
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id 

 

URUSAN PEMERINTAHAN : WAJIB PELAYANAN DASAR  

Bidang/ Seksi : Bidang Keterpaduan Perumahan Dan Kawasan Permukiman/ 
Seksi Keterpaduan Infrastruktur 

Program : Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, 
dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Kegiatan : Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang 
Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta 

Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat 
Kemampuan Menengah 

A. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi 

Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah 

Dukungan terhadap 

indikator Program  

: Persentase Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan 

Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Dukungan terhadap 
indikator Kegiatan 

: Jumlah Dokumen Sertifikasi dan Registrasi Pengembang 
Perumahan dan Pembinaan Bidang Perumahan dan Kawasan 
Permukiman 

B. Sasaran Sub kegiatan  :   Tersetifikasi dan Teregristrasinya Pengembang Perumahan 

Provinsi Jawa Tengah Tingkat Menengah 

C. Output Sub kegiatan   

1. Satuan  : 1 (satu) Dokumen Pembinaan PKP dan Sertifikasi Regristrasi 
Pengembang Perumahan 

2. Lokasi  : Provinsi Jawa Tengah 

D. Latar belakang  : 1. UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

menyebutkan bahwa salah satu sub urusan pada urusan 

pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Provinsi adalah sub urusan sertifikasi, kualifikasi dan regristrasi 

bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan 

perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU 

tingkat kemampuan menengah.  

2. Pergub Prov. Jateng No.61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Dinas PERAKIM dimana salah satu tugas dari Bidang 

Keterpaduan PKP adalah fasilitasi sertifikasi dan regristrasi bagi 

orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan 

perencanaan rumah serta perencanaan prasarana sarana 

utilitas umum tingkat kemampuan menengah  

3. Permen PUPR No.24/PRT/M/2018, tentang Akreditasi Dan 

Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan Serta Sertifikasi 

Dan Registrasi Pengembang Perumahan 

4. Permendagri No.90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi, 

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah pada urusan pemerintahan Bidang Perumahan dan 

http://jatengprov.go.id/


Kawasan Permukiman, salah satu programnya adalah Program 

Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan 

Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. 

E. Lingkup kegiatan  : 1. Koordinasi dengan Kementerian PUPR, Asosiasi Pengembang 
Perumahan, OPD PERAKIM di 35 Kabupaten/Kota, dan instansi 

terkait lainnya; 
2. Identifikasi Pengembang Perumahan di Provinsi Jawa Tengah 

tingkat Menengah 

a. Profiling pengembang perumahan tingkat menengah di 
Provinsi Jawa Tengah dengan berkoordinasi antara 
pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, asosiasi 

pengembang perumahan, dan melakukan kunjungan 
lapangan 

b. Penetapan pengembang perumahan tingkat menengah 
3. Kegiatan Sertifikasi Regristrasi Pengembang Perumahan 

Provinsi Jawa Tengah 

a. Koordinasi Tim Sertifkasi Regristrasi Pengembang 
Perumahan (SRPP) Provinsi Jawa Tengah terkait proses 

kegiatan SRPP 
b. Kunjungan lapangan Tim SRPP untuk proses verifikasi 

pengembang perumahan 

c. Penerbitan Sertifikat kepada pengembang perumahan 
tingkat menengah melalui penetapan oleh Tim SRPP 

Provinsi Jawa Tengah 
4. Kegiatan Pembinaan Bidang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman 

a. Pembinaan kepada 35 Kabupaten/Kota pada lingkup 
kegiatan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 

b. Pemberian Hibah Peralatan Percetakan Paving pada 

POKMAS/UMKM/BUMDES 
c. Pembinaan POKMAS/UMKM/BUMDES terkait kegiatan 

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 

F. Komponen kegiatan   

• Kebutuhan Operasional Sub Kegiatan 
1. Kebutuhan belanja 

pegawai 
: − Tim Teknis 

− Tim Pelaksana Kegiatan 

− Tim Sekretariat 
− Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan 

- S1 Planologi/ T. Sipil/ T. Arsitektur (1 orang) 

2. Dukungan Tenaga 
Ahli/ Pakar  

: − Narasumber dan Moderator 
- Rapat Koordinasi Kegiatan Sertifikasi dan Regristrasi 

Pengembang Perumahan (Kementerian PUPR, Provinsi, 
Asosiasi Pengembang) 

- Pembinaan Lingkup Bidang Perumahan dan Kawasan 
Permukiman (Kementerian PUPR, Provinsi, Akademisi, 

Aplikator) 

3. Koordinasi : − Rapat Koordinasi 

− Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Bappeda, Dinas PKP 
Kabupaten/ Kota, Asosiasi Pengembang, 
POKMAS/UKMK/BUMDES, Pengembang Perumahan, atau 

instansi terkait) 

− Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kemendagri, Kemen PUPR, atau 
instansi terkait) 

4. Tinjauan lapangan : − Pelaksanaan kegiatan SRPP 

− Verifikasi lapangan ke pengembang perumahan 

− Pembinaan ke kabupaten/kota 
− Pelatihan POKMAS/UMKM/BUMDES 

• Kebutuhan Belanja Modal 
1. Kebutuhan/ dukungan  

alat/ bahan/ barang 
: - 

2. Pengadaan tanah/ 
lahan 

: - 



G. Anggaran Sub 

Kegiatan 

: Th 2025 

 

: Rp 200.000.000,- 

 

Rincian Kegiatan dan Tahapan Pelaksanaan (format terlampir) 
 

H. Penutup : Demikian KAK ini dibuat sebagai acuan/ pedoman melaksanakan 
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi 
dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi 

Menengah, sehingga dapat dilaksanakan sesuai perencanaan. 

 

 

                                                                        Semarang, 2 Januari 2025 

 

 Mengetahui, 
Kepala Bidang Keterpaduan 

Perumahan dan Kawasan Permukiman 

 

 
 

ARIF SUGENG HARYANTO, ST 

NIP. 19731120 200501 1 006 



JADWAL PELAKSANAAN SUB KEGIATAN TA. 2024 

                      

 

 

 



KAK USULAN RENCANA SUB KEGIATAN  
KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYELENGGARAAN  

URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
TAHUN ANGGARAN 2025 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH 

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 
Jalan Madukoro Blok A. 

A-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247 

PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434 
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id 

 

URUSAN PEMERINTAHAN : WAJIB PELAYANAN DASAR  

Bidang/ Seksi : Bidang Keterpaduan Perumahan Dan Kawasan Permukiman 

Program : Program Kawasan Permukiman 

Kegiatan : Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 

(Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 

A. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan 
dan Kawasan Permukiman 

Dukungan terhadap 
indikator Program  

: Persentase ketersediaan kebijakan strategi, data, dan evaluasi 
bidang perumahan dan kawasan permukiman 

Dukungan terhadap 

indikator Kegiatan 

: • Jumlah dokumen evaluasi kinerja Bidang PKP yang 
tersedia 

• Jumlah dokumen kebijakan dan strategi Bidang PKP yang 
tersedia 

• Jumlah dokumen pengelolaan data dan publikasi Bidang 
PKP yang tersedia 

B. Sasaran Sub kegiatan  :   1. Terfasilitasinya Pokja dan Forum PKP Provinsi Jawa 
Tengah; 

2. Terfasilitasinya implementasi dan pengembangan 
kemitraan bidang PKP dan Pertanahan; 

3. Terfasilitasinya Evaluasi Bidang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman; 
4. Tersedianya basis data bidang perumahan dan kawasan 

permukiman di Provinsi Jawa Tengah yang terintegrasi 

dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota serta Pemerintah 
Pusat guna penentuan kebijakan dan perencanaan PKPP. 

C. Output Sub kegiatan   

1. Satuan  : − 1 (satu) Laporan Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi 
Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan 
Permukiman; 

− 1 (satu) Laporan Evaluasi bidang Perumahan dan Kawasan 
Permukiman; 

− 1 (satu) Laporan Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan 
Permukiman, dan Pertanahan; 

− 1 (satu) Laporan Fasilitasi Penyampaian Informasi dan 
Publikasi. 

2. Lokasi  : Provinsi Jawa Tengah 

D. Latar belakang  : 1. UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 
Kawasan Permukiman, menyebutkan bahwa 

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman 
adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, 

pemanfataan, dan pengendalian termasuk di dalamnya 
pengembangan kelembagaan, pendanaan, dan sistem 
pembiayaan serta peran masyarakat yang terkoordinasi 

http://jatengprov.go.id/


dan terpadu. Pemerintah Provinsi memiliki wewenang 

melakukan pembinaan dalam bentuk koordinasi, 
sinkronisasi, dan sosialisasi peraturan perundang-
undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan 

perumahan dan kawasan permukiman dengan menyusun 
dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan 

permukiman di tingkat Provinsi. 
2. Peraturan Pemerintah RI No. 33 Tahun 2018 tentang 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai 

Wakil Pemerintah Pusat. PP tersebut menyebutkan bahwa 
dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan 

terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, Presiden 
dibantu oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. 

Pembinaan dan pengawasan diantaranya melalui 
monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap 
penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota 

yang ada di wilayahnya. 
3. Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran 

Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan 
Kawasan permukiman, yang mengatur terkait Pokja dan 
Forum PKP sebagai panduan perwujudan peran 

masyarakat dalam tata cara pemberikan masukan oleh 
masyarakat pada setiap tahapan penyelenggaraan PKP, 

serta sebagai wadah koordinasi dan sinkronisasi dalam 
penyelenggaraan PKP. Melalui tugas dan fungsinya, 
diperlukan mekanisme kerja dalam rangka mengelola 

kompleksitas pembangunan dan pengembangan 
perumahan dan kawasan permukiman secara multisektor, 
serta mewujudkan keterpaduan kebijakan dan program 

baik antar stakeholders di tingkat pusat maupun daerah 
yang diperlukan pada seluruh rantai pasok penyediaan 

perumahan, termasuk masalah pertanahan dan strategi 
pembiayaan. 

4. Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang RP3KP Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2019-2039 yang mengamanatkan 
perwujudan rumah layak huni dan kawasan permukiman 

yang berkualitas, terjaminnya ketersediaan tanah untuk 
pembangunan dan pengembangan perumahan dan 
kawasan permukiman, serta mendorong keterlibatan 

peran dan sinergitas antar stakeholders di bidang 
perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan 
melalui Pokja dan Forum PKP sebagai regulator dan 

fasilitator pelayanan masyarakat. 
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2017 

tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah 
Nomor 52 tahun 2016 tentang Single Data System untuk 
Pembangunan Daerah di Jawa Tengah, dimaksudkan 

untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang 
berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, 

melalui pengelolaan data pembangunan daerah yang 
akurat, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, mudah 
diakses dan berkelanjutan. 

6. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman 
memerlukan kolaborasi dengan melibatkan seluruh 

stakeholders. Hal ini didasarkan pada besarnya sumber 
daya yang harus dikelola, banyaknya permasalahan 
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman 

yang harus segera diatasi, serta kebutuhan rumah layak 
huni dan kawasan permukiman berkualitas yang harus 
segera dicukupi. 

 



E. Lingkup kegiatan  : 1. Fasilitasi Pokja dan Forum PKP Provinsi Jawa Tengah, 

serta Implementasi dan Pengembangan Kemitraan Bidang 
PKP dan Pertanahan  
a. Fasilitasi Pokja/ Forum PKP dan Pengembangan 

Kemitraan di Lingkup Bidang Perumahan, Kawasan 
Permukiman, dan Pertanahan yang terdiri dari Rakor 

Pokja PKP yang dilaksanakan tiap triwulan dan Rakor 
Forum PKP yang dilaksanakan tiap semester, serta 
Rakor Pokja dan Forum PKP Kabupaten/Kota se-

Provinsi Jawa Tengah; 
b. Fasilitasi Pelaksanaan KKN Tematik Kemitraan di 

Lingkup Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, 
dan Pertanahan yang meliputi kegiatan Rapat 
Koordinasi Pelaksanaan KKN Tematik dengan 

Perguruan Tinggi dan stakeholders mitra terkait serta 
pelaksanaan kegiatan Monitoring KKN Tematik di 
lokasi KKN; 

c. Sosialisasi KKN Tematik Kemitraan di Lingkup Bidang 
Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan 

antara lain Sosialisasi Rumah Layak Huni dan 
Lingkungan Permukiman Sehat di lokasi KKN; 

d. Pengembangan Kemitraan Multi Stakeholders di 

bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan 
Pertanahan melalui Rapat Pembahasan Kemitraan, 

Koordinasi Pelaksanaan Kemitraan, Forum Kemitraan 
dan Talkshow Overview Kemitraan Lingkup Bidang 
PKP dan Pertanahan.  

2. Evaluasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 
a. Evaluasi lingkup bidang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman di setiap triwulan pada Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Provinsi Jawa Tengah 

b. Evaluasi lingkup bidang Perumahan dan Kawasan 
Permukiman dalam rangka pemberian penghargaan 
kepada Kabupaten/Kota 

c. Kegiatan Penilaian Kabupaten/Kota pada Rangkaian 
Peringatan Hari Perumahan Nasional (HAPERNAS) 

d. Monitoring kegiatan lingkup bidang Perumahan dan 
Kawasan Permukiman di Jawa Tengah 

e. Verifikasi atas Fasilitasi Pemanfaatan FABA PLTU 

3. Pengelolaan Data Perumahan dan Kawasan Permukiman 
a. Sinkronisasi dan Konsolidasi Data Perumahan dan 

Kawasan Permukiman melalui Rapat Konsolidasi Data 

PKP Provinsi Jawa Tengah, Desk Data PKP Provinsi 
Jawa Tengah,  Forum Data PKP Provinsi Jawa Tengah, 

dan Rapat Pendataan PKP. 
b. Fasilitasi Penyampaian Informasi dan Publikasi melalui 

Rapat Fasilitasi Penyampaian Informasi dan Publikasi. 

 

F. Komponen kegiatan   

• Kebutuhan Operasional Sub Kegiatan 
1. Kebutuhan belanja 

pegawai 
: − Tim Teknis 

− Tim Pelaksana Kegiatan 

− Tim Administrasi 
− Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan  

• S1 Planologi/ T. Sipil/ T. Arsitektur (3 orang) 

• S1 Teknik Informatika/ Sistem Komputer (1 orang) 
• SMA (1 orang) 

− Kelompok Kerja dan Forum PKP 
 

2. Dukungan Tenaga 
Ahli/ Pakar  

: Narasumber dan Moderator 

− Rapat Koordinasi Pokja dan Forum PKP se-Provinsi Jawa 
Tengah, dengan unsur sebagai berikut : 



• Pokja PKP Nasional (Kementerian PPN/ Bappenas); 

• Unsur Pemerintah Pusat (Kementerian PUPR dan/atau 
Kementerian Dalam Negeri); 

• Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah (OPD terkait sektor 
Perumahan dan Kawasan Permukiman); 

• Pokja PKP Kabupaten/Kota (OPD terkait sektor Perumahan 
dan Kawasan Permukiman); 

• Akademisi/ Praktisi/ Asosiasi/ Lembaga Kemasyarakatan 
terkait sektor Perumahan dan Kawasan Permukiman. 

− Rapat Koordinasi Forum Kemitraan 
• TKKSD Provinsi Jawa Tengah; 

• Akademisi/ Praktisi/ Asosiasi/ Lembaga Kemasyarakatan 
terkait sektor Perumahan, Kawasan Permukiman, dan 
Pertanahan; 

• Mitra kerjasama Disperakim Prov. Jateng. 

− Talkshow Overview Kemitraan Lingkup Bidang PKP dan 
Pertanahan 

• TKKSD Provinsi Jawa Tengah; 

• Akademisi/ Praktisi/ Asosiasi/ Lembaga Kemasyarakatan 
terkait sektor Perumahan, Kawasan Permukiman, dan 
Pertanahan; 

• Mitra kerjasama Disperakim Prov. Jateng. 

− Pelaksanaan Peringatan Hari Perumahan Nasional (HAPERNAS) 

− Pelaksanaan Pemberian Penghargaan kepada Kabupaten/Kota 
− Forum Data PKP Provinsi Jawa Tengah  

• Unsur Pemerintah Pusat (Kementerian PUPR dan/atau 
Kementerian terkait Perumahan, Kawasan Permukiman, 
dan Pertanahan); 

• Unsur Pemerintah Provinsi (OPD terkait sektor Perumahan, 
Kawasan Permukiman, dan Pertanahan); 

• Unsur Pemerintah Kabupaten/ Kota (OPD terkait sektor 
Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan); 

• Akademisi/ Praktisi/ Asosiasi/ Lembaga Kemasyarakatan 
terkait sektor Perumahan, Kawasan Permukiman, dan 

Pertanahan 
 

3. Koordinasi : − Rapat Koordinasi 
− Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Bappeda, Dinas PKP 

Kabupaten/ Kota, Perangkat Desa, atau instansi terkait) 

− Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kemendagri, Kemen PUPR, atau 
Kementerian terkait) 

 

4. Tinjauan lapangan : − Pelaksanaan kemitraan 

− Pendayagunaan rekayasa teknologi 

− Pembinaan Pokja dan Forum PKP Kabupaten/ Kota 
− Monitoring dan Evaluasi lingkup bidang Perumahan dan 

Kawasan Permukiman 

− Pendataan Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan 
 

• Kebutuhan Belanja Modal 
1. Kebutuhan/ dukungan  

alat/ bahan/ barang 

:  

2. Pengadaan tanah/ 
lahan 

:  

G. Anggaran Sub 
Kegiatan 

 
 
 

 
 

 
 

: Th 2025 : Rp 650.000.000,- 



Rincian Kegiatan dan Tahapan Pelaksanaan (format terlampir) 

H. Penutup : Demikian KAK ini dibuat sebagai acuan/ pedoman melaksanakan 
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan 

Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, sehingga dapat 
dilaksanakan sesuai perencanaan. 

 

  

Semarang, 2 Januari 2025 
Kepala Bidang Keterpaduan 

Perumahan dan Kawasan Permukiman 

 

 

ARIF SUGENG HARYANTO, ST 

NIP. 19731120 200501 1 006 
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